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ABSTRAK

Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru yang dikenalkan KUHAP yang
berfungsi sebagai lembaga yang dapat memeriksa dan memutuskan tentang sah atau
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian
penyidikan dan atau penuntutan,dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh
tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan. Diskusi terkait praperadilan hingga saat ini masih banyak dilakukan,
terutama terkait hukum acara dan objek praperadilan.

Penulis dalam penelitian ini akan meneliti dan membahas terkait perluasan
objek praperadilan dan prospek perkembangan lembaga praperadilan dalam sistem
peradilan pidana Indonesia. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
yang kemudian akan dikaji dan dibahas secara deskriptif analitik. Menarik untuk
melihat praperadilan dalam sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia, dan kaitannya
dalam rangka mencapai due process of law.

Dalam penelitian ini penulis menemukan objek praperadilan baru diluar
ketentuan yang ditulis pasal 77 KUHAP. Penetapan tersangka, penggeledahan dan
penyitaan merupakan objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor
21/PUU-XI1/2014. Diperkenalkannya lembaga hakim pemeriksa pendahuluan (HPP)
sebagai pengganti-lembaga praperadilan pada tahap pre trial merupakan pergerakan

sistem peradilan pidana Indonesia ke arah due process of law.

Kata Kunci: Praperadilan, HPP, SPP.,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk
menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan
dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu,
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu, dapat
dilaksankan, apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar

larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana
kedalam hukum pidana materiil-dan hukum pidana formal. Menurutnya isi
hukum-pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum
yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan pidana,
penunjukan orang atau badan hukum yang secara umumnya dapat
dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukum pidana yang dapat

dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana)

! Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.



berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena
itu, hukum pidana formal merupakan suatu rangkaian peraturan yang
memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai

tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.?

Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan, dan
sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil.
Ketentuan hukum pidana materiil tidak dapat a priori memaksa
(dwingegend recht), apabila tanpa adanya dukungan hukum acara pidana.
Karena itu sistem peradilan pidana Indonesia, bermanfaat untuk menjamin
penegakan hukum dan mempertahankan hukum pidana materiil melalui
badan-badan pemerintahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia,
khususnya kepolisian, kejaksaan dan peradilan, serta advokat dengan
mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)Z.
Pendekatan terhadap sistem peradilan pidana, secara luas, melalui
sosiologi, ekonomi, managemen dan dari_segi profesional, hal ini dikenal

sebagi-pendekatan positifis analisis.*

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan

fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi

Hal. 13.

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1977),

® Selanjutnya disebut KUHAP
* Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Surat

Dakwaan , Eksepsi dan Putusan Peradilan,. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2012), Hal. 2-3.



terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan
sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara
berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para

aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam
KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang dicita-
citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru yang dinamakan
dengan praperadilan. Lembaga ini berkaitan langsung dengan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi

sebagai sarana pengawasan secara horizontal.

Pada prinsipnya, praperadilan merupakan wewenang Pengadilan
Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu
penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau kuasanya. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
atau penuntutan .atas permintan  demi, tegaknya, hukum dan keadilan.
Permintaan. ganti kerugian -atau rehabilitasi. < oleh ‘tersangka atau

keluarganya-atau kuasanya yang perkaranyatidakdiajukan ke pengadilan.’

Praperadilan menjadi ramai diperbincangkan semenjak permohonan
praperadilan oleh Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka

yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah

> Syaiful Bahri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Dalam perspektif pembaharuan,
Teori, dan Praktik Peradilan) , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). hal. 233.



dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.®
Bukan tanpa alasan, selain adanya drama ‘“cicak vs buaya” yang
berkepanjangan pada saat itu, putusan hakim Sarpin Rizaldi dianggap telah
keluar dari ketentuan KUHAP, karena penetapan tersangka bukan
merupaka objek kajian praperadila. Seperti kata salah seorang hakim
senior, Asep Ilwan Inawan, beliau berpendapat bahwa hukum acara
merupakan suatu aturan legalitas yang limitatif dan tidak dapat dilakukan
penafsiran. Praperadilan dalam KUHAP dibatasi seperti yang tercantum

dalam pasal 77 dan hanya itu.

Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP
disebutkan bahwa kewenangan hakim pengadilan negeri dalam
memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan hanya tentang hal-hal
berikut.”

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan.

b. Ganti_kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikanatau penuntutan,
adalah praperadilan. Praperadilan ‘dipimpin oleh hakim tunggal
yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan di bantu oleh

seorang panitera.

® Lihat putusan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
" Lihat Pasal 78 KUHAP



Penetapan tersangka menjadi menjadi objek praperadilan setelah
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014.2
Perluasaan objek praperadilan oleh mahkamah konstitusi ini menjadi
perdebatan hangat dikalangan ahli hukum, terutama terkait kewenangan
mahkamah konstitusi sebagai negative legislative telah memasuki ranah
positive legislative dengan membuat norma baru terkait penetapan

tersangka menjadi objek praperadilan.

Salah satu tugas pokok Mahkamah Konstitusi seperti yang
diamanatkan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum.®

Penulis membatasi pembahasan yang ingin diteliti hanya terkait
bagaimana-dampak putusan Mahkamah Konstitusi . tersebut terhadap
jalannya hukum acara pidana dan prospek perluasan objek praperadilan

dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mengingat praperadilan

113

® Dalam salah satu bulir putusanya, Mahkamah Konstitusi memutuskan “..... Pasal 77
huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”. (dikutip dari
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses pada rabu, 20 Desember 2017)

® Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945



http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

sebagai bagian dari hukum acara (hukum formil), maka seperti dijelaskan
diatas terkait fungsinya sebagai sesuatu yang sangat esensial dalam rangka
berjalannya hukum dengan baik maka dampaknya akan lebih besar lagi,
karena hukum acara berlaku untuk hampir semua pasal dalam KUHP
maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana. Terbukti
10

penetapan tersangka setelah putusan Mahkamah konstitusi tersebut

menjadi salah satu objek yang paling sering di praperadilankan.

Menarik untuk melihat apa dampak dari putusan tersebut jika dilihat
dari teori beracara hukum pidana, apa saja yang selanjutnya dapat
dipraperadilankan dalan sistem peradilan pidana di Indonesia. Bagaimana
dampak perluasan objek praperadilan tersebut dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia, dan bagaimana prospek objek praperadilan dalam
pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Apakah putusan Mahkamah
Konstitusi terkait pernetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan
menjadi objek praperadilan sejalan dengan konsep hakim komisaris

didalam RUU KUHP?

Berdasarkan-. penjelasan diatas, . maka penulis. ingin melakukan
analisis yuridis-normatif terhadap objek praperadilan dan prospeknya

dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

10 Bahkan telah dimulai setelah putusan praperadilan Budi gunawan , dimana setelah
putusan Praperadilan Budi Gunawan, banyak tersangka korupsi mengajukan Praperadilan terhadap
penetaman tersangkanya.

(lihat https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150227032430-12-35255/eqgi-seperti-budi-
guan-semua-tersangka-bisa-praperadilan diakses pada jumat, 2 Februari 2018)



https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150227032430-12-35255/eggi-seperti-budi-guan-semua-tersangka-bisa-praperadilan
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150227032430-12-35255/eggi-seperti-budi-guan-semua-tersangka-bisa-praperadilan

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi objek praperadilan dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia setelah dikeluarkannya putusan MK No.
21/PUU-XI11/2014?

2. Bagaimanakah prospek praperadilan dalam pembaharuan hukum

pidana di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi objek praperadilan dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui arah perkembangan praperadilan dalam sistem

peradilan pidana Indonesia.

Adapun manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis

berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dihararapkan akan menjadi sumbangan
pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Acara

Pidana terkait dengan praperadilan, agar kita mengetahui bagaimana



dampak dari perluasan objek praperadilan terhadap jalannya sistem
peradilan pidana di Indonesia, dan mengetahui apakan perluasan objek

praperadilan sudah sejalan dengan konsep-konsep dalam RUU KUHP.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka pengetahuan
masyarakat terkait objek yang dapat dipraperadilankan setelah adanya

perluasan objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini
belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang
lain, penyusun akan mengemukakan beberapa karya penilitian yang

memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Karya pertama yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun
oleh Novita' Akria’ Putri ‘dengan judul “Implikasi’ Putusan Mahkamah
Konstitusi: Terkait dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka
Sebagai Objek Praperadilan”. Karya ini diterbitkan oleh UIN Syarif
Hidayatullah. Penulis dalam penelitian ini membatasi penelitiannya hanya
pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan membatalkan
Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Penulis juga membahas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

membuat norma terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.



Karya kedua yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun
oleh Bayunugraha S.P  “Analisis Yuridis Putuusan  Nomor
04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Permohonan Praperadilan Diluar
Ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP” karya ini diterbitkan
oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsinya,
penulis meneliti tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim
dalam memberikan putusan, apakah hakim dibenarkan memberikan
keputusan diluar Ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP
berdasarkan asas legalitas dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Upaya Hukum apa yang dapat

dilakukan terhadap putusan praperadilan.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi oleh Romadoni
“Analisis Putusan Praperadilan dalam Penegakan Hukum Tindak pidana
Korupsi (Studi Terhadap Putusan No 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel dan No
2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt)”. Karya ini diterbitkan oleh Jurusan llmu Hukum
Fakultas Syariah. dan Hukum UIN Sunan .Kalijaga-Yogyakarta. Dalam
skripsinya, penulis mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan. Penulis‘juga menganalisis putusan tersebut terhadap
penegakan tindak pidana korupsi. Penulis mengambil dua putusan
Pengadilan Negeri tentang upaya praperadilan terhadap penetapan
tersangka dan membandingkan keduanya dengan teori kepastian hukum

dan konsep due process of law.
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Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang
analisis terhadap perluasan objek praperadilan dan prospeknya terhadap
pembaharuan hukum pidana. Bahwa penelitian tersebut belum dilakukan
oleh penulis lainnya dan dibuktikan dengan telaah pustaka diatas dengan
ini  menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Praperadilan

Dari istilahnya, praperadilan memiliki maksud yang berbeda dengan
artinya secara harfiah. Pra artinya sebelum, atau mendahului, yang berarti
praperadilan sama dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (sebelum
memeriksa pokok sebelum pedakwaan penuntut umum). Namun menurut
KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan
pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya.**

Di Eropa dikenal: lembaga semacam itu; tetapi- fungsinya memang
benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim
komisaris~ (Rechter tcommissaris) di negerii Belanda dan Judge
d’instruction di Perancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena
selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga

melakukan pemeriksaaan pendahuluan atas suatu perkara.*?

! salman Luthan DKK, Praperadilan ..., (Jakarta Selatan: ICJR, 2014), hal, 42.

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,
2015) hal, 186.
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Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak
ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya
hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan,
penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu, kemudian dibuatlah suatu
lembaga yang dinamakan praperadilan seperi diatur dalam Pasal 77 sampai
dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap
perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol
tersebut dilakukan dengan cara-cara: (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari
atas ke bawah, dan (b) kontrol horizontal, yaitu kontrol kesamping, antara
penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarga atau pihak
lain."®

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam bab X, bagian
kesatu, sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Dari struktur
dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang
berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang
mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa
pidana.’*

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya
berada serta melekat pada pengadilan negeri. Praperadilan hanya

merupakan divisi dari PN, dengan administratif yustisial, personil,

3 Moch. Faisal Salam, hukum acara pidana dalam teori dan praktek, (Bandung: CV.
Mandar Maju, 2001), hal 322.

' Salman Luthan DKK, Praperadilan ...., hal, 43.
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peralatan dan finalsial bersatu dengan PN, serta berada dibawah pimpinan,
pengawasan dan pembinaan ketua PN.*

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk
memeriksa dan memutuskan, tentang sah atau tidaknnya suatu
penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau kuasanya. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
atau penuntukan atas permintaan demi tegaknnya hukum dan keadilan.
Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Praperadilan dapat dikatakan sebagai upaya koreksi, terhadap
penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan.®

Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP
dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri

memeriksa dan memutuskan tentang berikut.*’

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan.

b. ‘Ganti kerugian dan/atau "reahbilitasi-bagi seorang yang
perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan, adalah praperadilan.

> M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan

Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar

Grafika,

2006), hal, 1.
16 Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan..., hal. 233.

17 |ihat Pasal 77-78 KUHAP
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Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua

pengadilan negeri dan di bantu ioleh seorang panitera.

Dalam Pasal 79, 80, 81 diperinci tugas prapeardilan itu yang

meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.*®

a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu
pengkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga
atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebutkan alasannya.

b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau
penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan  atau akibat sah penghentian
penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan

menyebutkan alasannya.
2. Konsep Due Process Of Law

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat
dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang

mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Keadilan tidak cukup

18| ihat Pasal 79-81 KUHAP
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dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi
KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya.
Keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka
tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim

yang ditunjukkan dalah irah-irah putusannya.*®

Catatan sejarah munculnya asas due process of law diadopsi dari
sebuah perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron pada tahun 1215
untuk melakukan pemberontakan. Keadaan tersebut berdampak kepada arti
Magna Carta yang merupakan simbol dari perjuangan melawan
kekuasaan sewenang-wenang yang pada saat itu dilakukan oleh raja-raja
kecil, adanya sejarah ini perwujutan dari perlawanan yang sukses dalam
melawan kekuatan kerajaan yang absolut. Proses hukum yang absolut
justru akan timbul kesewenang-wenangan penguasa, untuk itu proses
hukum harus adanya suatu check and balance agar ada mekanisme kontrol

dalam proses penegakan hukum.
Pengertian due process of law dalam Black Law Dictionary adalah:

“The.conduct of legal proceedings according to.established rules and
principles for the protection and enforcement of privat right, including
notice and the right to a fair hearing beforing a tribunal with the power to
decide the case”

¥ Andi Ayyub Saleh, Tamasya Perenungan Hukum dalam “law in Book and law in
Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding), (Jakarta: Yassif Watampone, 2006), hal. 70
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Due process of law adalah proses hukum yang benar atau yang adil
yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.”° Penerapan
asas due process of law merupakan seperangkat prosedur Yyang
mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara
yang menjunjung tinggi hukum. Due process menitik beratkan pada
prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam due
process menguji dua hal, yaitu:

a. Apakah penutut umum telah menghilangkan hak-hak yang
dimiliki tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam
perundang-undangan,

b. Jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur

sudah sesuai dengan due process.?

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum adil
dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung
pengertian bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik
berdasarkan " padahukum " acara ~yang berlaku.” Konsep due process

menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu untuk menangani tindak pidana:

a. Tidak mengkolektifkan seorang yang sedang terjaring kasus

hukum,

2 Dzulkifli Umar dan Usman handoyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Quantum Media Press,

2010), hal. 105.

2L Eddy. O. S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlannga, 2012), hal. 30
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b. Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip
perlakuan dan dengan cara yang jujur. Penegakan dan
pelaksanaan konsep due process oleh aparat penegak hukum
bisa menjadi kenyataan apabila aparat penegak hukum
mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-

hak tersangka.
3. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna,
suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai
dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural
masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal
dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.®® Upaya pembaharuan
hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu
kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum
pidana yang merupakan warisan kolonial yakni Wetboek van Strafrecht
Voor Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari Wetboek van
Strafrecht Negeri * Belanda: tahun 1886.  Dari “hal: tersebut di atas,
terkandung tekat dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu
pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya
untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai

dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural

?2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebiijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada
Media Group, 2010), hal. 30.
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yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi

hukum pidana yang dicita-citakan.?

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh
(komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun
1960-an yang meliputi hukum pidana pidana materiil, hukum pidana
formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana
sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu
sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di
Jakarta. Guna menghindari kekosongaan hukum, UUD 1945 memuat
tentang aturan peralihan. Pada pasal Il aturan peralihan dikatakan bahwa
“segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum
diadakan yang baru menurut undangundang dasar ini”. Ketentuan tersebut
berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku pada
saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau belanda,

sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Makna = dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan
masyarakat Indonesia:mengacu jpada 'duafungsi dalam hukum pidana,
yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk
menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar
penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul
melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh

hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan,

2 bid.
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hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha
nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut,
pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas
penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula
pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan
kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-
liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik
Terhadap teori hukum pidana dan pemidanaan dari kepentingan kolonial
Belanda di Negeri-negeri jajahannya. Undang-undang pidana ini bukan
berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grounnorm) dan
kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di
alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang
berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia indonesia

dewasa ini.*

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu
KUHP nasional . merupakan. kebutuhan.pokok bagi. masyarakat guna
tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya
penanggulangan —kejahatan "melalui’ undang-undang” hukum pidana,
sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan

hukum pidana dengan sanksi pidananya.

? Teguh dan Aria, Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2011). Hal. 8
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Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi
jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang
dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang

memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum.

Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan
terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ,masyarakat
Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah
untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk

kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

F.  Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan
konsisten.\Metodologis berarti.sesuai dengan metode atau cara tertentu.

Sistematis adalah penelitian dilakukan ‘berdasarkan suatu sistem.
Konsisten-berarti tidak 'adanya thal-hal yang bertentangan dalam suatu
kerangka tertentu.”®> Agar mempermudah dalam mengarahkan metode
penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun

menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010),Hal. 42.
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1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research). Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan
dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta
mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research
merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan

untuk memperoleh data penelitiannya.”®

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif.
Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah

bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.?’

2. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan dengan
memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai
sumber fiteratur yang mengacu pada. kitab undang-undang hukum acara
pidana dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan.
Penulis juga. akan memarkan pendapat beberapa ahli hukum terkait

Praperadilan.

% Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal.17.

" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.
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3. Sifat Penelitian

Sifat penilitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan
dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksaan hukum positif yang
menyangkut dengan perluasan objek praperadilan.?® Deskriptif karena
dalam penelitian ini diharapkan akan diperolen gambaran yang
menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis

karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.
4.  Sumber Data
a. Data Primer

Data primer berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan RUU KUHAP serta putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan.
h./ Data Sekunder (Secindary/Data)

Data sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku

karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa

8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998), hal. 35
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karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya

yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap
data primer dan sekunder yaitu data yang memberi petunjuk,
informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari

internet.

5. Analisis Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara
yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.
Dalam penelitian yuridis-normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi
pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian
data dan informasi. .melalui. dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis
maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan
penelitian ini,

. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Analisis Yuridis terhadap Objek

Praperadilan dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” maka,

sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan

gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, penulis akan membahas tentang Praperadilan secara
umum, landasan hukumnya dan hukum acara praperadilan. Penulis juga
akan menyampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait

dengan praperadilan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum konsep Due Process of
Law dalam sistem Peradilan Pidana indonesia. penulis juga akan
memaparkan konsep hakim komisaris dalam Rancangan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Bab keempat, berisi analisis yuridis tentang objek praperdilan dalam
sistem peradilan “pidana indonesia dan analisis tentang prospek objek

praperadilan dalam RUU KUHAP.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan
saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka
dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber

rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait objek praperadilan dan prospeknya dalam

pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka kesimpulan penulis

berdasarkan penelitian ini adalah:

1.

Praperadilan merupakan sebuah lembaga dalam KUHAP yang
berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan keadilan. Permintaan ganti kerugian atau
rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya
yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Objek praperadilan
kemudian bertambah dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XI11-2014. Dalam putusan ini MK menambahkan tiga
objek baru yang dapat di praperadilankan yaitu penetapan tersangka,
penggeledahan dan penyitaan.

Dalam Rancangan KUHAP terbaru, diatur sebuah lembaga baru yaitu
hakim pemeriksa pendahuluan yang kewenangannya akan
menggantikan lembaga praperadilan yang sekarang. Kewenangan

hakim pemeriksa pendahuluan lebih luas dari hakim praperadilan yang

99
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sekarang sebagaimana diatur dala pasal 111 RKUHAP 2012.
mekanisme kerja lembaga hakim periksa pendahuluan juga diatur

lebih jelas dan luas dalam pasal-pasal RKUHAP 2012.

Saran

Berdasarkan pembelajaran yang penulis ambil dari penelitan ini, maka

penulis mengambil beberapa cacatan yang menjadi saran dari penulis,

yaitu:

1.

Jika kita lihat hakim dalam lembaga praperadilan yang bersifat pasif,
maka seakan-akan lembaga ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang
mampu menyewa advokad saja. Penulis menyarankan Pembuat
undang-undang (DPR dan Pemerintah) supaya memberikan
kewenangan hakim dalam lembaga prapersidangan (pretrial)
kedepannya baik itu praperadilan maupun hakim pemeriksa
pendahuluan harus bersifat aktif supaya menjamin dan melindungi hak
asasi setiap warga negara.

Berdasarkan-amatan penulis; advokad atau pengacara merupakan
unsur. yang sangat penting dalam rangka melindungi hak-hak
tersangka. Penulis menyarankan supaya negara memberikan jaminan
supaya setiap pengacara harus didampingi pengacara untuk setiap
tingkat pemeriksaan dan untuk semua tindak pidana supaya keadilan

dapat dirasakan oleh setiap warga negara.
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3. jika kita lihat mekanisme kerja sistem peradilan pidana kita sekarang,
maka penulis menyerankan kepada pemerintah untuk segera
merekonstruksi  sistem peradilan pidana Indonesia. Rancangan
KUHAP harus segera dibahas dan disahkan supaya terjaminnya hak
asasi warga negara dan tegaknya due process of law dalam sistem

peradilan pidana kita.
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